
  



LEMBAR TINDAK LANJUT 

HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG 

HAKIM PENGAWAS BIDANG PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG 

 

DASAR HUKUM 

Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : 1660/KPA.W13-

A35/SK/PW1.1/VI/2025 tanggal Kamis, 26 Juni 2025 perihal Pengawasan Bidang pada 

Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal Selasa, 01 Juli 2025 s/d Selasa, 30 September 

2025  

OBJEK PEMERIKSAAN 

A. Manajemen Peradilan 

B. Administrasi Perkara 

C. Administrasi Persidangan 

D. Administrasi Kesekretariatan 

E. Manajemen Pengaduan Dan Kinerja Pelayanan Publik 

TEMUAN - TEMUAN 

A. MANAJEMEN PERADILAN 

1. Kondisi 

terdapat 3 orang hakim yang belum ada job discription yang sudah disahkan 

oleh Ketua 

Kriteria 

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi RI Nomor 89 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjenjangan 

Kinerja; 

2. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 

2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem 

Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan 

Peradilan Yang berada dibawahnya; 

3. Peraturan Mahkamah Agung RI 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Bab I pasal 1, 

pasal 4, pasal 442, 443, 444 

4. Buku IV Tata Laksana Pengawasan Peradilan, Edisi 2007, hal 53 dan 

hal 149; 

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum 

Koordinasi di Daerah, Pasal 10 ayat (6) dan Penjelasannya; 

6. Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI 

Nomor 2 Tahun 2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan 

Pedoman Perilaku Hakim; 



Sebab 

Kepala sub bagian kepaegawaian kurang teliti 

Akibat 

yang bersangkurang tidak tahu apa job discriptionnya 

Rekomendasi 

Kelapa sub bagian kepegawaian segera tindak lanjuti 

TindakLanjut  

Telah ditindaklanjuti dengan pembuatan papan nama dan uraian tugas (Job 

Description) Hakim 

Before After 

Terdapat 3 orang hakim yang belum ada job 

discription yang sudah disahkan oleh Ketua 

 

Telah ditindaklanjuti dengan pembuatan papan nama 

dan uraian tugas (Job Description) Hakim 

 



 

 

 

B. ADMINISTRASI PERKARA 

C. ADMINISTRASI PERSIDANGAN 

D. ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN 

1. Kondisi 

Keterbukaan Informasi Terkait Pelaporan Keuangan belum sesuai ketentuan 

yang berlaku 

Kriteria 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi 

Publik;Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-

144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di 

Pengadilan;Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 

239/KMA/SK/XI/2021 Tentang Pemberlakuan Aplikasi E-BIMA;Surat 

Kepala Biro Perlengkapan BUA MARI Nomor 1.a/BUA.4/PL.09/01/2022 Hal 

Penerapan Aplikasi e-SADEWA; 

Sebab 

Tim IT (inforamtiak dan Tehnologi) kurang teliti dalam mengupdate data ke 

dalam website Pengadilan Agama Kabupaten Malang; 

Akibat 

Tidak tertib laporan realisaasi anggaran tahun 2025; 

Rekomendasi 

Agar Tim IT (Informatika dan Tehnologi) segera menguplaud laporan realisasi 

anggaran tahun 2025; 

TindakLanjut  

Telah ditindaklanjuti dan upload laporan realisasi anggaran bulan juni 



Before After 

Keterbukaan Informasi Terkait 

Pelaporan Keuangan belum sesuai 

ketentuan yang berlaku 

 

Telah ditindaklanjuti dan upload laporan 

realisasi anggaran bulan juni 

 

 

 

E.MANAJEMEN PENGADUAN DAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK 

A. Kondisi 

Pengadilan belum menyediakan sarana dan mengumumkan informasi secara 

berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Daftar Mediator Hakim 

Pengadilan Agama Kabupaten Malang masih menggunakan SK.Ketua 

Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1746/KPA.W13-

A35/HK2.6/IV/2024 yang masih mencantumkan hakim yang telah mutasi 

yaitu Drs.H,Fakhrurrazi, M.H.I, Dra.Masrifah, M.H, Sutaji, S.H, M.H. 

Kriteria 

A. Lampiran I. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-

144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 

di Pengadilan, 

Sebab 

belum diupdate dengan menerbitkan SK terbaru sesuai dengan kondisi 

personil hakim  

Akibat 

menyulitkan para pihak yang berperkara untuk mendapatkan informasi daftar 

mediator hakim 

Rekomendasi 

segera diterbitkan SK Mediator sesuai dengan kondisi personil hakim 



Tindak Lanjut  

Telah diterbitkan revisi SK Ketua tentang Mediator Hakim Dan Non Hakim di 

Pengadilan Agama Kabupaten Malang  

Before After 

Pengadilan belum menyediakan sarana 

dan mengumumkan informasi secara 

berkala sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku, Daftar Mediator Hakim 

Pengadilan Agama Kabupaten Malang 

masih menggunakan SK.Ketua 

Pengadilan Agama Kabupaten Malang 

Nomor 1746/KPA.W13-

A35/HK2.6/IV/2024 yang masih 

mencantumkan hakim yang telah 

mutasi yaitu Drs.H,Fakhrurrazi, M.H.I, 

Dra.Masrifah, M.H, Sutaji, S.H, M.H. 

 

Telah diterbitkan revisi SK Ketua tentang 

Mediator Hakim Dan Non Hakim di 

Pengadilan Agama Kabupaten Malang 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



B. Kondisi 

APAR kadaluarsa/ expired 

Kriteria 

A. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia 

Nomor 4/MEN/1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan 

Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan 

Sebab 

Apar belum diganti/diisi 

Akibat 

tidak bisandipergunakan 

Rekomendasi 

Segera diganti dengan APAR masih berlaku. 

Tindak Lanjut  

Telah ditindaklanjuti dengan APAR yang masih berlaku sd 29 Agustus 2027 

Before After 

APAR kadaluarsa/ expired 

 

Telah ditindaklanjuti dengan APAR yang 

masih berlaku sd 29 Agustus 2027 

 

 

 

 

 

 

 

 



TANGGAPAN OBRIK 

Berdasarkan rekomendasi dari hasil temuan Tim Pengawas Bidang Pada Pengadilan 

Agama Kabupaten Malang, maka kami sudah menindaklanjuti temuan-temuan 

tersebut.  

 

 

 

 

Selasa, 30 September 2025 

 

 

 

Drs. H.  Misbah, M.H.I. 

Nip. 19651203.199003.1.001  

 


